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ABSTRAK:

CATATAN:

Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2) UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan hari dan tanggal
pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; berdasarkan
ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum
pemungutan suara pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional di
Indonesia; serta berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar
Pendapat Komisi Il Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri
Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022, menyepakati hari
dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak (untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal
14 Februari 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun
2021.

Dalam Keputusan Komisi ini, ditetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan untuk seluruh daerah
pemilihan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.



